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KATA PENGANTAR 

 

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh 

pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang 

menghadapi masalah hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada 

pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat 

yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan 

hukum yang wajar (Widyadharma, 2010). Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang 

diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya 

dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) 

dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Sebagai bentuk perlindungan HAM, 

hak atas bantuan hukum dapat dilihat dalam Pasal 14 Kovenan Hak Sipil Dan Politik 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan 

bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak 

tersebut, menurut pertimbangan Kovenan PBB tadi mewajibkan negara untuk memajukan 

penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. 

Dasar kewenangan pembentukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang 

Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Dalam hal kewenangan bantuan 

hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib 

adalah dibidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib inilah dapat ditafsirkan perlunya 

penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu, ketentuan Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan “(1) Daerah 

dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.” untuk 

mempertegas peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan 

hukum dalam wilayah administrasinya. 

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menyusun 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum demi mewujudkan kesetaraan 

gender dalam pembangunan sebagai salah satu cita-cita bangsa. 

 

Manggar, 20 September 2021 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antara satu unsur 

dalam sebuah sistem tidak dapat dipisahkan. Sebuah sistem mengharuskan segala 

sesuatu menjadi saling keterkaitan. Unsur yang satu akan mempengaruhi unsur yang 

lainnya. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, 

koordinasi dan harmonisasi. 

Pada hakekatnya hukum merupakan salah satu produk manusia dalam membangun 

dunianya, yang bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di 

masyarakat. Seperti kata Cicero, Ubi Societes Ibi Ius (di mana ada masyarakat, di sana 

ada hukum). Soediman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa “hukum” itu sebenarnya 

adalah manusia. Dalam artian hukum itu dilahirkan oleh manusia dan untuk menjamin 

kepentingan dan hak-hak manusia itu sendiri. 

Hukum adalah cermin dari manusia yang hidup. Dan karena manusia yang hidup oleh 

Tuhan senantiasa dilengkapi dengan Raga, Rasa, Rasio dan Rukun, keempat hal inilah 

yang dipakai untuk membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, 

masyarakat yang satu dengan yang lain. Sehingga kelengkapan ini yang mempengaruhi 

pemberian arti terhadap hukum dan peranannya dalam hidup bermasyarakat (Sudjono 

Dirjosisworo, 1983). 

Hukum yang terbentuk itu kemudian dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat 

tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari 

kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah 

laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-

larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik 

atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang 

yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di 

masyarakat (Zainuddin Ali, 2007). 

Politik hukum yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia (yang selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945) menyebutkan 

“......melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. 

Dengan kata lain, Negara sesungguhnya memiliki tanggung jawab atas seluruh 

masyarakatnya tanpa memandang status sosial yang ada/terbentuk dalam komunitas. 

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

kemudian menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

negara”. Hal ini kemudian mempertegas tanggung jawab negara dalam melindungi 

kaum marginal, dalam hal ini orang miskin dan anak-anak terlantar. 
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Selain itu, ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 

Tahun 1945 tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, 

mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara 

konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum, tetapi mereka orang tidak mampu dan tidak pula diberi 

akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan Negara (litigasi) 

maupun proses non litigasi. Pada bagian inilah kemudian tanggung jawab Negara 

dituntut untuk memberikan bantuan hukum, agar orang miskin juga memiliki jaminan 

atas hak pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum demi tercapainya kondisi 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Bantuan hukum sendiri merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan 

untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi 

tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang 

tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa 

melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan 

tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Kuffal, 2004). 

Bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena 

merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, 

termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak 

yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses 

hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan 

sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan 

pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum 

terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak 

pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum 

pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak 

pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa 

berhak memperoleh bantuan hukum. 

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang 

diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan 

hukum yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, 

bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para 

ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga 
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mendapatkan perlindungan hukum yang wajar (Widyadharma, 2010). Penyelenggaraan 

pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan 

upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara 

hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan 

kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan 

hukum (equality before the law). Sebagai bentuk perlindungan HAM, hak atas bantuan 

hukum dapat dilihat dalam Pasal 14 Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum 

jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, 

menurut pertimbangan Kovenan PBB tadi mewajibkan negara untuk memajukan 

penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. 

Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (to respect), 

kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protect). 

Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati 

hak atas bantuan hukum. Sehingga pemegang kewajiiban utama dalam pemenuhannya 

adalah negara. Dalam konteks pemenuhan HAM pada masyarakat, bahwa pemenuhan 

HAM dalam bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh 

karena itu Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas 

jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana 

pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan 

acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan 

perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan 

konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi warga negara. 

Untuk selanjutnya, mengingat karakteristik geografis Indonesia yang merupakan Negara 

kepulauan membuat akses dari dan menuju pusat pemerintahan Negara cukup sulit, 

asas desentralisasi mengambil peran dengan menyerahkan sebagian wewenang 

pemerintah pusat kepada daerah. Hal tersebut diperlukan untuk mempercepat 

penyebaran kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, salah satunya adalah 

pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. 

Dasar kewenangan pembentukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah 

tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Dalam hal 

kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan 

bahwa salah satu urusan wajib adalah dibidang sosial, perlindungan masyarakat dan 

termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib 

inilah dapat ditafsirkan perlunya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin. Selain itu, ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum menyebutkan “(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran 
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penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.” untuk mempertegas peran 

dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum dalam 

wilayah administrasinya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Belitung Timur sudah 

dijalankan secara optimal? 

2. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah untuk mendukung upaya optimalisasi 

penyelenggaraan bantuan hukum di Belitung Timur? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 

pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan 

hukum? 

4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan 

arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan 

bantuan hukum? 

 

C. Tujuan 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan 

penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum 

di Kabupaten Belitung Timur. 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan 

rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah. 

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, 

dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. 

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan 

referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang 

penyelenggaraan bantuan hukum. 

 

D. Metode 

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode 

yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data 

sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, 
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kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan 

referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi 

(focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari: 

a. penelitian terhadap asas-asas hukum; 

b. penelitian terhadap sistematika hukum; 

c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; 

d. penelitian sejarah hukum, dan 

e. penelitian perbandingan hukum. 

 

Dalam penelitian hukum berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Belitung 

Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, penelitian hukum yang dilakukan 

terbatas pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi 

hukum, dan penelitian sejarah hukum. 

Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan suatu penelitian hukum yang 

dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. 

Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatic” atau dikenal dengan doctrinal 

research. 

Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan terhadap perundang-undangan 

tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap 

pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: subyek hukum, hak dan kewajiban, 

peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan 

penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini yang diteliti adalah 

sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sikron atau serasi satu sama 

lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti, 

melihat apakah suatu peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan antara yang satu 

dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarkhi peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan yang bersifat horizontal apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-

undangan yang kedudukannya sederajat, dan mengatur bidang yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis 

Landasan teroritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori teori hukum umum 

maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma 

hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan unutk membahas masalah 

penelitian. 

Dalam Naskah Akademik ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan 

untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori 

hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusuan 

Raperda. 

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara 

hukum yang dianut Indonesia bukanlah Negara hukum dalam arti formil, namun dalam 

arti materiil yang dikenal dengan istilah welfare state atau negara kesejahteraan. 

Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam welfare state atau negara 

hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan 

rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagi penjaga malam (negara 

hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun 

kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. 

Konsep negara hukum materiil (welfare state) tersebut mengandung konsekuensi 

bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum juga bertanggung 

jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian sejalan dengan upaya upaya aktif 

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum sebagai dasar hukum untuk menjamin penyelenggaraan bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung Timur dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan 

warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. 

Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan 

hukum menjadi kewajiban bagi negara. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum 

berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum 
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berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan 

martabat manusia atas dasar sila sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteran bersama. 

Konsep Perlindungan Hukum relevan dengan semangat utama persamaan kedudukan 

dalam hukum untuk menjamin perlindungan atas hak asasi manusia tanpa harus 

membedakan status sosial. 

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, 

yaitu untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa 

peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang 

merupakan salah syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya 

kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau 

pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji 

Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, guna 

memastikan dan menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan sesuai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perundang-

undangan lainnya 

Secara hakiki, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok,yaitu keadilan 

dalam arti formal, yang menuntut hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti 

materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita cita keadilan 

masyarakat. Menurut John Rawls, ada 2 (dua) sisi formal dari keadilan pada dasarnya 

terdiri dari: bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk 

memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), dan pada 

akhirnya perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur 

manfaat). Teori keadilan ini relevan untuk membedah Raperda Kabupaten Belitung 

Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam rangka pemenuhan hak warga 

Negara secara menyeluruh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk 

menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara 

keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Rudolf 

Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum 

adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan 

antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna hrmonisasi hukum 

tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya 

dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu 

dengan negara atau pemerintah sehingga menampakkan teori harmonisasi hukum. 

Berkaitan dengan hal tersebut, LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah 

mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, 

keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan 
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kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa 

mengaburkan, dan mengorbankan plularisme hukum. 

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, 

menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan 

perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih 

tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan 

perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan 

atau tumpang tindih (overlapping). 

Teori-teori tersebut relevan untuk digunakan mengingat dasar hukum mengenai 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan penyelarasannya dengan pembangunan daerah 

bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 

Bantuan Hukum beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. 

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori ini 

dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama Stufenbau Theory, dalam bukunya 

berjudul General Theory of Law. Stufenbau Theory ini melihat hukum sebagai suatu 

system yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah 

memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu 

norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya 

akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki 

puncak piramida disebut Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar). 

Dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, memiliki struktur hierarkhi tata hukum 

sebagai sebagai berikut: 

1. Staat fundamental norm (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 

1945); 

2. Staatgrundgezetz (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945,Tap 

MPR,dan konvensi ketatanegaraan; 

3. Formell Gezetz (aturan “formal”): Undang Undang; dan 

4. Vorordnungen autonome satzung (aturan pelaksana/aturan otonom): Secara 

hierarkhi mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan walikota. 
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Mengenai jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan: 

(1) Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi,dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, tidak 

mengandung konflik norma secara horizontal dengan norma hukum yang sederajat, dan 

secara vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadi 

penguat bagi Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan 

Hukum memperoleh penguatan dari norma hukum yang lebih tinggi, sesuai 

penjenjangan norma yang berlaku. 

 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma 

 

Pemahaman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang berupa 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arahan dalam 

memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup dan tujuan pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Pemahaman asas hukum oleh Ron Jue sebagai nilai 

yang melandasi kaedah hukum (Sidharta, 1996). Dengan demikian asas hukum bukan 

peraturan (een rechtsbeginselen is niet een rechtregel), melainkan nilai yang melandasi 

norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum sebagai sejenis 

meta-kaidah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi 

sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem 

hukum positif (Sidharta, 1996). 

Hamid S.Attamimi mengkatagorikan asas pembentukan perundang-undangan menjadi 

dua yaitu asas formal dan asas materil : 

1. Asas formal terdiri dari : 

a. asas tujuan yang jelas; 

b. asas perlunya pengaturan; 
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c. asas organ / lembaga yang tepat; 

d. asas materi muatan yang tepat; 

e. asas dapatnya dilaksanakan; dan 

f. asas dapat dikenali. 

2. Asas materiil terdiri dari : 

a. asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan fundamental negara; 

b. asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara; 

c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasarkan Atas Hukum; dan 

d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang Berdasarkan Sistem 

Konstitusi. (Hamid. 1990) 

 

Asas sebagaimana dimaksud di atas telah dipositifkan ke dalam Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas yang 

bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 

6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal. Asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal berikut 

pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat 

Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya) 

 

Pasal 5 UU No.12 / 2011 Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-

undangan harus dilakukan berdasarkan 

pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang 

meliputi: 

 

a. Kejelasan tujuan Yang dimaksud dengan “asas kejelasan 

tujuan” adalah bahwa setiap 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang 

jelas yang hendak dicapai. 

b. Kelembagaan yang tepat Yang dimaksud dengan “asas 

kelembagaan atau pejabat pembentuk 

yang tepat” adalah bahwa setiap jenis 

Peraturan Perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

Pembentuk Peraturan Perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan 
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Pasal 5 UU No.12 / 2011 Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011 

Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

yang tidak berwenang. 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 

materi muatan 

Yang dimaksud dengan “asas 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 

materi muatan” adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang 

tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan. 

d. dapat dilaksanakan Yang dimaksud dengan “asas dapat 

dilaksanakan” adalah bahwa setiap 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhitungkan 

efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, 

baik secara filosofis, sosiologis, maupun 

yuridis. 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan Yang dimaksud dengan “asas 

kedayagunaan dan kehasilgunaan” 

adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena 

memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

f. kejelasan rumusan Yang dimaksud dengan “asas kejelasan 

rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, 

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah 

dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 
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Pasal 5 UU No.12 / 2011 Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011 

g. Keterbukaan Yang dimaksud dengan “asas 

keterbukaan” adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan, dan pengundangan 

bersifat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan 

dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Tabel 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat 

Materiil (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya) 

 

Pasal 6 UU 12/2011 Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011 

a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat. 

b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan pelindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan 

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia 

secara proporsional. 

c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

setiap pengambilan keputusan. 

e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa 
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Pasal 6 UU 12/2011 Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di 

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

f. bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah 

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara. 

h. kesamaan 

kedudukan dalam 

hukum dan 

pemerintahan; 

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam 

hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, 

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i. ketertiban dan 

kepastian hukum; 

dan/atau 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” 

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan kepastian hukum. 

j. keseimbangan, 

keserasian, dan 

keselarasan. 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, 

dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan 

bangsa dan negara. 

 

Kajian asas dalam penyusunan Naskah akademis dan rancangan peraturan daerah 

tentang Bantuan Hukum juga didasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam UU 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun asas-asas tersebut adalah: 

1. asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara 

proporsional, patut, benar, baik, dan tertib; 

2. asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai 

hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi 

hukum; 
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3. asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh 

informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan 

jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional; 

4. asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui 

penggunaan sumber anggaran yang ada; 

5. asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum 

secara tepat; dan 

6. asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Bantuan Hukum ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang 

Dihadapi Masyarakat 

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum 

seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan 

Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana 

diamanahkan oleh UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM), kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia, pasal 14 (3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

(International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan melalui 

Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang 

untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat ( a right to have a legal 

counsel) yang berkualitas bagi masyarakat miskin. 

Ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni: 

1. Accesible yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah; 

2. Affordability di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara; 

3. Sustainable yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor 

sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN; 

4. Credibility di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan 

keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak 

(juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang 

itu); serta 

5. Accountability di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan 

pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat 

harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen. 

 

Dengan demikian konsepsi bantuan hukum dalam UU No 16 Tahun 2011 adalah 

bantuan hukum merupakan bantuan pembiayaandari negara bagi masyarakat miskin 

yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan 

hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus 
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dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh 

misalnya YLBHI-LBH yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi 

masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan 

Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar 

Saron, LkBH kampus, Elsam, kontraS, Walhi, dll. 

Di Kabupaten Belitung Timur sendiri penyelenggaraan bantuan hukum baru dimulai 

pada tahun 2014 diiringi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai payung 

hukum. Selama perjalanannya, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan 

penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak berjalan maksimal. 

Permasalahan pertama adalah pengaturan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah mencakup pengaturan 

teknis, namun tidak lengkap. Hal tersebut menimbulkan keraguan untuk menyusun 

rancangan Peraturan Bupati yang menjadi aturan pelaksana Perda tersebut. 

Selanjutnya adalah terdapat keterbatasan anggaran yang bisa dialokasikan untuk 

penyelenggaraan bantuan hukum setiap tahun anggaran. Setiap tahun anggaran, 

Bagian Hukum hanya dapat menganggarkan bantuan hukum litigasi sebanyak 2 (dua) 

perkara dan 1 (satu) paket bantuan hukum nonlitigasi berupa penyuluhan hukum. 

Keterbatasan penganggaran tersebut dikarenakan komponen bantuan hukum litigasi 

yang tidak hanya terdiri dari biaya pemberian bantuan hukum kepada lembaga pemberi 

bantuan hukum saja, tapi juga biaya akomodasi dan transportasi bagi saksi selama 

persidangan karena perkara-perkara tertentu pelaksanaannya tidak di pulau Belitung 

(Pengadilan Negeri Tanjungpandan), melainkan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 

yang notabene berbeda pulau sehingga membutuhkan anggaran tambahan untuk 

akomodasi dan transportasi. 

Selain itu, dengan anggaran yang terbatas pun capaian target terkadang tidak tercapai. 

Sebagai contoh, pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada perkara yang 

ditangani sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada satu pun masyarakat yang 

mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemerintah daerah. Asumsi 

sementara, terdapat beberapa faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum. 

Faktor pertama adalah kurangnya pemerataan informasi terkait penyelenggaraan 

bantuan hukum kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, walaupun 

teknologi sekarang sudah canggih dan bisa menghilangkan batasan-batasan jarak, 

namun akses teknologi digital agaknya masih belum terdistribusi secara merata kepada 

masyarakat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum terbiasa dengan 

kemudahan akses informasi secara elektronik dan masih mengandalkan akses 

informasi manual dari mulut ke mulut. Faktor kedua kemungkinan adalah adanya 

keengganan atau kesungkanan masyarakat untuk datang ke Kantor Bagian Hukum di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan 
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bantuan hukum di Kabupaten Belitung Timur, walaupun dilaksanakan oleh organisasi 

bantuan hukum yaitu PDKP Babel namun masih melalui perantara bagian hukum dalam 

penerimaan permohonan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan kantor PDKP Babel 

berlokasi di Pangkalpinang di pulau Bangka. 

 

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru 

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum akan memberikan implikasi, yakni: 

a. adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk 

mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih maksimal; 

b. adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, 

sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Kabupaten Belitung Timur 

dalam mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif; 

c. adanya tuntutan untuk mengimplementasikan penyelenggaraan bantuan hukum 

melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara 

menyeluruh dan berkelanjutan; dan 

d. adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten 

dalam penyelenggaraan bantuan hukum. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan 

Amandemen) 

Dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa 

“ Negara “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah 

berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). 

Selain itu, Pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak 

bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang 

dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah 

yang diatur dengan undang-undang“, ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah 

provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “. Pada ayat (5) dikatakan 

bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” 

dan ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan” (Amandemen kedua). Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: 

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan 

secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua). 

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUD NKRI 

Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). 

Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang 

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia” (Amandemen kedua). Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 
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masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” 

(Amandemen keempat). 

Rekomendasi: 

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati 

Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota 

itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) 

menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, 

ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerinath Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua ). Dalam Pasal 18A ayat (2) 

menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” 

(Amandemen kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga 

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap 

warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup 

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Dengan 

memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah 

semestinya Kabupaten Belitung Timur dengan perangkat daerahnya membuat atau 

menciptakan suatu kabupaten yang melaksanakan pembangunan dengan 

memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini harus mendapat perhatian dari 

pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan 

terhadap hak-hak masyarakat dengan mengesampingkan subordinasi/dominasi salah 

satu gender tertentu. 
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2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara 

khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses 

keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. 

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum, menyebutkan bahwa: 

a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi 

manusia; 

b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi 

orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; 

c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara 

harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum; 

 

Ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa: 

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. keadilan; 

b. persamaan kedudukan di dalam hukum; 

c. keterbukaan; 

d. efisiensi; 

e. efektivitas; dan 

f. akuntabilitas. 

 

Ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan; 

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan di dalam hukum; 

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 

merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa: 

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi 

masalah hukum. 
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(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum 

keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan 

kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum 

lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. 

 

Ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa: 

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi 

hak dasar secara layak dan mandiri. 

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, 

sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 

dan/atau perumahan. 

 

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk 

membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan 

Hukum”. 

 

Pasal 19 menyebutkan ketentuan bahwa: 

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. 

 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

urusan bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Berkaitan dengan kewenangan daerah dalam pemberian bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin, daerah diberikan kewenangan untuk menangani 

kemiskinan dimana hal tersebut merupakan urusan bidang sosial. Adapun urusan 

bidang sosial merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang sosial merupakan urusan 

pemerintahan wajib. Artinya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung 
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jawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. 

 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan 

bahwa “Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima 

Bantuan Hukum”. 

Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa: 

(1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dalam APBD. 

(2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber 

pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Daerah. 

Pasal 20 merumuskan ketentuan bahwa: 

(1) Pemberian Bantuan Hukum perPerkara atau perkegiatan hanya dapat dibiayai 

dari APBN atau APBD. 

(2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari 

hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan 

sumber dana dari APBN atau APBD. 

(3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

 

5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

 

Ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa: 

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum. 
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(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

untuk penanganan: 

a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan 

b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi. 

Ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa “Standar Bantuan Hukum secara litigasi 

dilaksanakan dalam penanganan perkara: 

a. pidana; 

b. perdata; dan 

c. tata usaha negara”. 

 

6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Bantuan Hukum 

Pada dasarnya, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 ini merupakan pendelegasian 

penyusunan Standar Layanan Bantuan Hukum kepada Kepala Badan Pembinaan 

Hukum Nasional. Secara umum, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 memuat 

hubungan kerja antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku 

penyelenggara Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan 

hukum. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 ini merupakan acuan dalam 

penyusunan Standar Layanan Bantuan Hukum di Daerah. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf A Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menyebutkan ″Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan 

hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah 

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.″ Rumusan tersebut sama dengan angka 

4 huruf A Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah. 

Secara filosofis, ada 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan 

desentralisasi yaitu tujuan demokrasi, tujuan kesejahteraan dan tujuan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintahan daerah 

sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan 

menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam 

menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat 

terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Tujuan kesejahteraan 

mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Sedangkan tujuan peningkatan pelayanan publik di daerah, dengan penyelenggaraan 

otonomi daerah harus mampu meningkatkan peningkatan kualitas dan kuantitas 

pelayanan publik di daerah. 

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan perlindungan atas hak 

konstitusional warga negara, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab dalam 

rangka pemenuhan hak konstitusional tersebut melalui pemberian bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin di Kabupaten Belitung Timur atas permasalah hukum yang dihadapi. 
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B. Landasan Sosiologis 

Menurut angka 4 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, ″Landasan 

sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa 

peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai 

aspek. 

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai 

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.″ Rumusan tersebut 

sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah. 

Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan: 

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 

dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kabupaten Belitung Timur sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Namun Perda tersebut perlu dilakukan 

perombakan dan penyesuaian dengan dinamika hukum yang ada, agar pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum dapat berjalan secara efektif. 

 

C. Landasan Yuridis 

Menurut angka 4 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan landasan yuridis 

pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa 

peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi 

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan 

diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan 
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substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-

Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah 

ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang 

lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya 

sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. 

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Landasan yuridis pembentukan 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

berdasarkan: 

(1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan 

ayat (5), dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka 

Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4268); 

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5248); 

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5421); 

(6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 

Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 
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Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); dan 

(7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 97). 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

PERATURAN DAERAH 

 

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa 

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau sebutan lainnya yang merupakan unit 

kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dari 

Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. 

9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi 

kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

10. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum. 

11. Penerima Bantuan Hukum adalah perorangan atau kelompok Orang Miskin. 

12. Orang Miskin adalah penduduk Daerah yang tidak mampu memenuhi hak dasar 

secara layak dan mandiri, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu 

dari desa/kelurahan setempat dan/atau termasuk dalam database penduduk miskin 

di Daerah. 

13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advikat 

yang berlaku bagi advokat. 

14. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. 

15. Nonlitigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. 

 

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 

1. Asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. keadilan, artinya penyelenggaraan Bantuan Hukum harus menempatkan hak dan 

kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib; 
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b. persamaan kedudukan dalam hukum, artinya dalam penyelenggaraan Bantuan 

Hukum setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum 

serta kewajiban menjunjung tinggi hukum; 

c. keterbukaan, artinya penyelenggaraan Bantuan Hukum memberikan akses 

kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, 

dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara 

konstitusional; 

d. efisiensi, artinya penyelenggaraan Bantuan Hukum memaksimalkan pemberian 

Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada; 

e. efektivitas, artinya penyelenggaraan Bantuan Hukum menentukan pencapaian 

tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat; dan 

f. akuntabilitas, artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

2. Prinsip Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 

a. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses 

keadilan; 

b. mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan asas persamaan 

kedudukan dalam hukum; 

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan hukum dapat dimanfaatkan oleh 

Orang Miskin di Daerah; 

d. mewujudkan pemenuhan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel. 

 

C. Ruang Lingkup 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

akan mengatur tentang: 

1. Ruang lingkup pengaturan 

Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengatur tentang sasaran 

Penerima Bantuan Hukum dan permasalahan hukum yang dapat ditangani dengan 

Bantuan Hukum. 

2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengatur tentang penanggungjawab 

penyelenggaraan Bantuan Hukum beserta tugas dan kewenangannya. 

3. Hak dan Kewajiban 

Hak dan Kewajiban mengatur tentang hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, 

Penerima Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum. 
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4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum mengatur tentang persyaratan 

dan mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

5. Pendanaan 

Pendanaan mengatur tentang sumber pembiayaan penyelenggaraan Bantuan 

Hukum. 

6. Larangan 

Larangan mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum. 

7. Ketentuan Pidana 

Ketentuan Pidana mengatur tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada Pemberi 

Bantuan Hukum yang melanggar larangan. 

8. Ketentuan Peralihan 

Ketentuan Peralihan mengatur tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum yang 

dilakukan pada saat peralihan dari Peraturan yang lama ke Peraturan baru. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bantuan hukum sendiri merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan 

untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi 

tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang 

tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa 

melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan 

tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Kuffal, 2004). 

Bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena 

merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, 

termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak 

yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses 

hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan 

sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan 

pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum 

terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak 

pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum 

pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak 

pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa 

berhak memperoleh bantuan hukum. 

Dasar kewenangan pembentukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah 

tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Dalam hal 

kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan 

bahwa salah satu urusan wajib adalah dibidang sosial, perlindungan masyarakat dan 

termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib 

inilah dapat ditafsirkan perlunya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin. Selain itu, ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum menyebutkan “(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran 

penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.” untuk mempertegas peran 

dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum dalam 

wilayah administrasinya. 
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B. Saran 

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga stakeholder terkait dapat 

memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Selain itu apabila telah 

ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Daerah, perlu dilakukan penguatan 

dengan menyusun Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan teknis mengenai 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 
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